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BABV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

I. Penegakan hukum terhadap tindak pidana program komputer kurang 

efektif pelaksanaanya pada saat ini dikarenakan adanya persoalan 

kendala-kendala yang dihadapi aparat penegak hukum dari segi 

yuridis, teknis dan sosial. Tindak pidana hak cipta program komputer 

dalam perkembangan kemajuan teknologi modern yang begitu pesat 

juga turut memengaruhi maraknya pembajakan software komputer 

komersial yang bersifat ekslusif pada kejahatan siber (cybercrime). 

Penegakan hukum dalam penanggulangan tindak pidana hak cipta 

program komputer saat ini hanya dengan pendekatan kebijakan penal 

(penal policy) semata baik secara konvensional maupun kejahatan 

siber (cybercrime). Hal ini dikarenakan penegakan hukum di bidang 

hak cipta program komputer dalam mengungkap dan menindak pelaku 

kejahatan terkendala pada proses pembuktian perkara pidana berkaitan 

dengan yurisdiksi eksteritorial wilayah Indonesia namun memberikan 

implikasi hukum di Indonesia. Kerjasama bilateral antara Indonesia 
\,.._ 

dengan negara luar baru hanya pada beberapa negara. Secara 

multilateral belum sepenuhnya negara-negara di dunia meratifikasi 

TRIPs Agreement sehingga menjadi potensi bagi pelaku kejahatan. 
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2. Kebijakan hukum pida11a tii masa akan datat1g dalam upaya penegakan 

hukum terhadap tindak pidana hak cipta program kompllter meliputi 

kebijakan penal dan kebijakan no11 penal. Kebijakan penal dalam 

fungsionalisasi hukum pidana bersifat ultimum remidium dalam 

aktualisasi Criminal Juctice Syste1n berbasis legal negosiation dengan 

pendekatan Alternative Dispute Resolution (ADR), Restorative Juctice 

Model atau Plea Bargaining dan tindakan hukum (legal action) pada 

kebijakan aplikatif dalam pemidanaan dengan sistem pemidanaan 

alternatif. Sedangkan kebijakan non penal ditempuh melalui upaya 

pendekatan preventif, pendekatan teknologi dan pendekatan sosial. 

B. Saran 

1. Adanya perkembangan sarana teknologi canggih dan berkembang 

pesat telah berpengaruh terhadap maraknya pembajakan software 

komputer yang sulit diantisipasi dalam pencegahanya melalui 

penegakan hukum, baik secara konvensional maupun dalam kejahatan 

intemet saat ini. Dari segi kebijakan pidana dalam penanggulangan 

pembajakan software komputer secara konensional dengan maraknya 

cakram optic illegal maka ketentuan Pasal 18 Peraturan Pemerintah ·RI 

No. 29 Tahun 2004 tentang Sarana Produksi Berteknologi Tinggi 

untuk: cakram optic hendaknya tidak hanya dikenakan sanksi 

administrasi mela~r.,kan perlu ditetapkan pengenaan sanksi pidana 

. 

sehingga tidak menjadi potensi peluang bagi pelaku kejahatan. 

Kebijakan hukum pidana terkait kebijakan penegakan hukum atas 
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tindak pidana sofllvare korr1puter pada kejahatan siber (cybercrime) 

maka dalam mengefektifkan penegakan hlL~um p~da pelaksanaan Pasal 

27 UU No. 19 Tahun 2002 yang mengatur tentrillg sistetn keamanan 

software komputer dengan sarana kontrol teknologi, upaya 

pembaharuan hukum pada substansi Pasal 27 yaitu dengan 

mengkriminalisasikan perbuatan-perbuatan sebgaimana dimaksud 

dalam Pasal 30 dan Pasal 32 UU No. 11 Tahun 2008 Tentang 

Informasi Transaksi Elektronik. Dengan demikian perlu ditegaskan 

pula perbedaan konsep antara Hak Cipta (author's right) khususnya 

program komputer dengan hak memperbanyak (copyright) dengan 

menggunakan sarana cakram optik (optical disc) maupun pengambilan 

(download) program komputer melalui intemet tanpa ijin dari yang 

berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (3) UU Nomor 19 

Tahun 2002. 

2. Politik pidana dan kebijakan pemerintah dalam penanggulangan tindak 

pidana hak cipta program komputer pada upaya penegakan hukum 

hendaknya dapat mendukung mekanisme sistem peradilan pidana 

(Criminal Juctice System) dengan asas keseimbangan dan sejalan 

dengan fondasi penegakan hukum sebagaimana ketentuan norma

norrna yang terkandung dalam substansi Pasal 41-43 Trips Agrement 

yang meliput~ ,.Bsas fair and equality treatment, no barier to entry, 

speedy trial, fair and trial equal treatment, legal mandatory dan 

Alternative Dispute Resolution (ADR). 
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3. Kualifikasi delik hak cipta seyogyanya dikualifikasikan sebagai delik 

aduan mengingat proses pembuktian pada penyidikan perkara pidana 

hak cipta program komputer melalui pembuktian digital forensic. 

Hams ada pihak yang dirugikan dari pencipta atau pemegang hale cipta 

sehingga penegak hukum dapat melaksanakan wewenangnya 

berdasarkan adanya bukti surat yang dapat memberikan petunjuk atas 

dugaan adanya tindak pidana hak cipta program komputer. 

4. Kebijakan non penal melalui pendekatan teknologi dalam upaya 

mengefektifkan penegakan hukum diperlukan dukungan sarana dan 

prasarana peralatan teknologi yang canggih dan memadai pada instansi 

penegak hukum (Polri) khususnya pada tingkat kewilayahan dan pada 

dirjen HAKI. Hal ini dikarenakan laboratorium forensic baru hanya 

tesedia pada tingkat Mabes Polri. Maka dari itu upaya pemerintah dan 

kalangan industri software komputer perlu memberikan dukungan 

operasional sehingga kendala-kendala dalam penegakan ·hukum dapat 

dioptimalkan. 

5. Dalam mencapai tujuan politik kriminal perlunya kebijakan non penal 

diefektifkan sebagai kebijakan sosial. Pemerintah hendaknya dapat 

menghimbau kepada industri software komputer dan perangkat keras 

(hadware) untuk bekerjasama d.alam mengatasi kendala sosial dari segi 

faktor e~~11omi masyarakat Indonesia. Penjualan PC barn hendaknya 

sudah include software komputer aplikasi (Microsoft Office) dengan 

harga terjangkau. Terkecuali software komputer aplikasi bisnis tertentu 
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saja yang d!jual terpisah (bernilai tinggi). Hal ini bertujuan agar 

masyarakat tidak lagi mengkonsumsi produk software komputer 

aplikasi bajakan dan n1asyarakat Indonesia dapat menghargai nilai 

kreativitas dan nilai intelektual di dalamnya. 

6. Jangka waktu perlindungan hukum terhadap karya cipta program 

komputer hendaknya tidak berlangsung terlalu lama mengingat adanya 

perkembangan teknologi yang semakin canggih memengaruhi industri 

software komputer baik secara konvensional maupun pada kejahatan 

internet. Hendaknya di masa akan datang kebijakan hukum pidana 

terhadap jangka waktunya ditetapkan selama 5 (Iima) tahun mengingat 

potensi intelektual manusia ada keterbatasan dalam menciptakan 

produk teknologi software komputer milik asing, yang dalam 

sejarahnya dan dalam kenyataanya saat ini sebelum dan sesudah 

diberlakukan Undang-Undang Hak Cipta di bidang program komputer, 

pembajakan software komputer baik dalam skala nasional dan 

internasional sulit dicegah hanya melalui upaya penegakan hukum 

dengan pendekatan sarana kebijkan penal (penal policy). Sehingga 

menjadikan hak cipta sebagai konsep hukum hak milik yang bersifat 

privat dan eklusif kurang tepat dikaji dari segi teoritis ilmu hukum 

pidana dan dengan berbagai persoalan kendala-kendala yang dihadapi 

ole~ .p_enegak hukum pada saat ini. 
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